
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR � TAHUN 2023 

TENT ANO 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH 

OENGAN RAH MAT nJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupe.ti Pinrang Nomor 45 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsr, 
Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwaki!an Rakyat 
Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebe.gaimana dimaksud dalam 
huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
SekTetariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga 
perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
drmaksud da1am huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Sekretanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kals terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 \); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara jLembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara\ 
Republik Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja 
menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

S. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
seba.gaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant1 Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentAng 
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58881 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Pemturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentJlng Perubahan 
atas Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Menteri Pcdayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada Inatanai Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181 ); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun i 2020 Nomor 6); l 
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Menctapkan 
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MEMUnJSKAN : 

PERA'nlRAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISAS[, TUGAS DAN PUNGSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

BAB I 
KETENTIJAN UMUM 

Paw I 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimalcsud dengan · 
I. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati adaJah Bupati Pinrang. 
3. Dewan Perv.•akilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dretngkat DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Dacrah yang bcrkedudukan sebagai 
unsur Penyelenggara Pemcrintahan Daerah. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sckretaria Daerah Kabupaten Pinrang. 
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

Sekretariat DPRD adala.h Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pinrang. 

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Sekretari9 DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 
Kabupaten Pinrang. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang eelanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pcmindahan, dan pcmberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 
manajemen ASN di instansi pcmerintah scsuai dcngan ketentuan 
pcraturan pcmndang-undangan. 

9. Aparatur Sipil Negara ada1ah istilah kelompok profeer bagi pcgawai­ 
pegawai yang bekerja pada lnstansi Pemerintah baik di tingkat Pusat 
maupun Dacrah. 

I 0. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pcngangkatan, 
pcmindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan kctentuan 
pcraturan pcmndang-undangan 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jaba.tan yang berisi 
fungai dan tugas berkaitan dengan pclayanan fungsiona1 yang 
berda:sarkan pada keahlian dan ketenunpilan tertentu. 

12. Togas adalah lkhtisar dari keseluruhan tu gas jabatan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan pcnjabaran dari tugas. 
14. Uraian tugas adalah peparan atau bent.angan atas semua tugaa jabatan 

yang mempalcan upaya pokok yang dilakukan pcmegangjabat.an. 

BAB II 
KEDUDUKAN ..... , 

Sekretaria.t DPRD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal I angka 6, merupakan 
unsur pclayanan administratif dan pcmberian dukungan terhadap tugaa dan 
fungsi DPRD dipimpin oleh scorang Sekretaris yang dalam melaksanakan 
tugasnya secara tcknia opcrasional berada di bawah dan bert.anggung jeweb 
kepada kcpada Pimpinan DPRD dan secara administratif bcnanggungjawab 1 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jaba.tan yang berisi 
fungai dan tugas berkaitan dengan pclayanan fungsiona1 yang 
berda:sarkan pada keahlian dan ketenunpilan tertentu. 

12. Togas adalah lkhtisar dari keseluruhan tu gas jabatan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan pcnjabaran dari tugas. 
14. Uraian tugas adalah peparan atau bent.angan atas semua tugaa jabatan 

yang mempalcan upaya pokok yang dilakukan pcmegangjabat.an. 

BAB II 
KEDUDUKAN ..... , 

Sekretaria.t DPRD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal I angka 6, merupakan 
unsur pclayanan administratif dan pcmberian dukungan terhadap tugaa dan 
fungsi DPRD dipimpin oleh scorang Sekretaris yang dalam melaksanakan 
tugasnya secara tcknia opcrasional berada di bawah dan bert.anggung jeweb 
kepada kcpada Pimpinan DPRD dan secara administratif bcnanggungjawab 1 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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BAB III 
SUSUNAN ORGANISASJ 

Pasa.13 
(1) Susunan Organisasi Sekretanat DPRD terdiri atas: 

a. Selcretaris DPRD; 
b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas: 

1. Subbagian Program dan Keuangan; 
2. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan 
3. Subbagian Rumah Tangga. 

c. Bagian Persidangan dan Perundang.undangan; 
d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawaaan; dan 
e. Kelompok Jabatan F'ungsionaJ dan Pe\aksana. 

(2) Bagan Struklur Organisasi Sekretarial DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) tercantum dalam Lamprran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUGAS, FUNGSJ DAN URAIAN TU GAS 

Bagian Kesatu 
Sekretaris DPRD 

Pa,aJ 4 
(1) Sekretaris DPRD mempunylll tugas membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugaa dan rungsi OPRD serta menycdiakan dan 
mengoordina.sikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalarn 
melaksanakan hak dan rungsmya sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebe.gaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretaria DPRO menyelenggarakan funga1 : 
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. penyelengga.raan administrasi keuangan DPRD; 
c. fasilitasi penyelenggarn.an rapat DPRD; 
d. penycdiaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRO; dan 
e. penyelenggaraan fungsi Iain yang diberikan oleh pimpinan scsual 

dengan tugas dan fungsinya 
(3) Uraian tugas Sekretaris &ebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Sekretaris DPRD sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dala.m 

lingkungan Sekretariat DPRD untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani na.skah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat seeuer bidang tuga.snya; 
f. mengoordinir dan merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, 

Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Sekrctariat DPRD; 
g. Menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyaraka1 dalam lingkup 

Selcretariat DPRD; 
h. menyusun dan membuat Laporan Kinerja tnstaner Pemerintah; l 
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. ' . 
1. menghimpun dan melaksanakan monitoring serta menetapkan 

kcbijakan yang scsuai dengan tugas dan fungsinya; 
J. mengoordinasikan dengan Pimpinan DPRD terkait dengan persiapan 

pelakaanaan agenda dan materi a.lat kelengkapan DPRD; 
k. mempe.Jajari peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan 

kepada Pimpinan DPRD; 
I. Menyelenggarakan penyiapan bahan rapat atau sidang yang 

d1sclenggarakan DPRD; 
m. mengikuti acara-acara rapat a tau sidang yang diselcngge.rakan DPRD; 
n. menyelenggarakan pembuatan risalah atau catatan rapat yang 

diselenggarakan DPRD; 
o. men.yelenggarakan urusan rumah tangga DPRD dan Sekretariat 

DPRO; 
p. memberilcan pelayanan administrasi keuangan kepada anggota DPRO; 
q. menyelenggarakan urusa.n tata usaha, kepegawaian dan keuangan 

Sekretariat DPRO; 
r. merencanakan dan menyediakan fasilitas kerja pimpinan dan anggota 

OPRD; 
e. memfasilitasi hubungan kerja DPRD dengan Pcmerintah Dacrah scrta 

rnitra kerja lain; 
t. menyelenggarakan fungsi humas, keprotoko!eran, pengkajian dan 

pengelolaan informaai serta pelayanan aspirasi masyarakat; 
u. menyelenggara.kan penyusunan Standar Operasional Prosedur eeeuar 

rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur 
dalam lingkup Sekretariat DPRD; 

v. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawa.san 
penyelenggaraan kebijakan tekms di bidang Bagian Umum dan 
Keuangan, Perpindahan dan Pensiun, Bag1an Pef11idangan dan 
Perundang-undangan sera Bagian Fuilitasi Pcnanganan dan 
Pengawasan; 

w. menyelenggarakan koordiruuii dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan; 

x. rnemlai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peratura.n Per Undang-undangan; 

y. menyusun la;,ora.n hasil pelaksanaan tugas Sekrctariat DPRD dan 
memberikan saran perbmbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

z. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Bagian Umum dan Keuangan 

.. ,., 5 
(I) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagi.an Umum dan 

Keuangan mempunyai tugas mcmbantu Sekretarie DPRD dalam 
melaksanakan urusan surat menyurat, pengelolaan kepegawaian, 
pendistribusian pcrlcngkapan kantor dan hubungan masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala 
Bagian Umum dan Keuangan menyelcnggarakan fungsi : 
a. penyusunan kcbijakan teknis dan penyelenggaraan administra11 

Bagian Umum dan Keuangan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pcngcndalian dan pengawasan program I dan kegiatan Bagian Umum dan Keuangan; 

. ' . 
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c. pelakaanaan monitoring dan evaluasr program serta kegiatan tugas 

Bagian Umum dan Keuangan; dan 
d. penyelenggaraan rungsi la.in yang diberikan oleh pimp1nan seauai 

dengan tugas dan fungsmya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Keuangan eebegar 

pedoman dalam pclaksanaan tuga.1; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mcngawasi dan mengevaluui pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian Umum dan Keuangan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. menyusun dan membuat Laporan Analisis Jabatan, Analisis Behan 

Kerja dan Evaluasi Jabatan; 
g. melaksanakan Survey Kepuasan Masyantkat dalam lingkup 

Sekretariat OPRD; 
h. menyusun dan membuat dokumen 1.aporan Kinerja tnetener 

Pemerintah; 
1. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretarial DPRD; 
j. mengclola kepegawaian Sekretarie.t DPRD; 
k. mengclola administrasi kcanggotaan DPRD; 
I. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasnaa anggota DPRD; 
m. mengelola tenaga ahh sesuai dengan kebutuhan DPRD; 
n. menyediakan fasilitasi fTaksi DPRD, 
o. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan 

rumah tangga DPRD; 
p. menyelenggarakan pengac!aan dan peme\iharaan s.anrna dan 

pras.anrna DPRD; 
q. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung 

jawab DPRD; 
r. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD; 
e. mengevaJuasi bahan perencanaan anggaran Sekrctariat DPRD; 
t. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat 

DPRD; 
u. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD; 
v. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD; 
w. menyelenggarakan penge\olaan keuangan Pimpinan, Anggota dan 

Sekretariat DPRD; 
x. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD; 
y. memverifikasi penanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD; 
z. mengevaJuasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

Sekretariat DPRD; 
aa. mengkoordinir dan mengevaJuasi Japoran keuangan Sekretariat 

DPRD; 
bb. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan 

melakukan evaluasi Standar Operasional Prceedur: 
cc. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Bagian Umum dan 
Keuangan; 

dd. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah do.lam rangka pelaksanaan urusan t pemerintahan; l 
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- . - 
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ee. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeeuat ketentuan 
Pcraturan Per Undang·undangan; 

ff. mcnyuaun laporan haaLI pelakaanaan tugaa Kepala Ba.gian Umum dan 
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

gg. melaksanakan tugas keclinasan Jam yang diperintahkan at.asan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Paragn,fl 
Subbagian Program dan Keuangan 

Paoal 6 
(I) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kcpala Subbe.gian 

Program dan Kcuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian 
dalam melaksanakan uruean aurat menyurat, penyediaan bahan 
kebutuhan pengembangan pegawai dan mutasi pegawai. 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengcva1uaai pelaksanaan tugaa dalam 

tingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui 
perkembe.ngan pelaksanaan tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapet sesuai bidang tugasnya; 
f. menyusun bahan perencanaan; 
g. menyuaun RKA dan DPA baik mumi maupun peruba.hannya; 
h. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; 
t. merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD; 
J· mereneanakan pemverifikaaian keuangan; 
k. memveri(lkaai pertanggungjawaban keuangan; 
I. mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu 
m. PPK untuk pengejuan SPPdan SPM UP/ GU/TI.J/LS: 
n. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga; 
o. memverifikaai kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD, 
p. merencanakan penatauaahaan keuangan; 
q. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 
r. mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan 

belanja dan pertanggungjawaban keuangan; 
a. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan 

Sekn:tariat DPRD; 
t. menganahsis laporan keuangan; 
u. menganalisis Japoran kinerja; 
v. menyusun Stander Operamonal Prosedur sesuai rincian tugas dan 

melakukan evaluaai Stander Operaaional Prosedur; 
w. melakaanakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan penyelenggaraan 

kebijakan tcknia di bidang Subbagian Tata Uaaha dan Kepegawaian; 
1. menyelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lembap 

pemerintah dan nonpemenntah dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerinta.han; · 

y. menilai kinerJa Pegawai Aparatur Srpil Negara seauai ketentuan ! Peraturan Per Undang-undangan; 
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:r;. menyusun laporan hasll pelaksanaan tugas Subbagi.an Program dan 
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kcpada Atasan 
&ebagai be.han perumusan kebijakan; dan 

aa. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang dipenntahkan atasan seeual 
dengan bidang tugasnya. 

Paragral2 
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian 

Pa,aJ 7 
(11 Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mcmpunyai tugas membantu 
Kepala Bagian dala.m mengelola dan merumuskan program kebutuhan, 
pengadaan, pcnyimpanan dan pendistribusian, pengendalian, perawatan 
dan pemeliharaan barang invcntaris gei;iung dan Rumah Jabatan. 

(3) Uraian tugas Kcpe.la Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian 
aebagaimana dirnaksud pada ayat (I), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mcndistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian untuk 
mengetahui perkembangan pele.ksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. melaksanakan aurat-menyurat dan naskah dinaa Sekretariat DPRD 

dan pimpinan DPRD; 
g. melaksanakan ke&r3ipan; 
h. menyusun administraai kepegawaian; 
i. menyusun rencana kerja operasionaJ kegiatan pelayanan 

adminiatrasi kepegawaian; 
j. menyiapkan bahan adminiatraai kepegawaian; 
k. menganaliaia kebutuhan dan merencanakan penyed.een tenaga ahli; 
I. menyiapkan bahan adminiatraai pembuatan daftar Urut kepangkatan 

dan formaai pegawai; 
m menyusun Standar Operasional Prosedur seauai rincian tugaa dan 

melakukan evaluui Standar Operaaional Pro8Cdur; 
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan 

kebijakan teknia di brdang Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
o. menyelenggaraka.n koordinasi dan konau\tasi dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan uruaan 
pemerintahan; 

p. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

q. menyuaun I.aporan basil pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha 
dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada 
Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipenntahkan ataaan sesuai \ dengan bidang tugasnya. 
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ParagrafJ 
Subbagtan Rumah Tangga 

Pa,aJ 8 
(I) Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Subbagian Rumah 

Tangga mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam membina 
hubungan maayarakat, mendokumentasikan kcgiatan, melakukan 
publikasi atas kegiatan DPRD dan mempersiapkan pelaksanaan rapat 
atau persidang.an 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Rumah Tangga sebe.gaimana dimaksud 
pada ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Subbagian Rumah Tangga sebagai 

pcdoman daJam pelaksanaan tugaa; 
b. mcndistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas dala.rn 

lingkungan Subbagian Rumah Tangga untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memarar dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugaanya; 
f. mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek 

Sekretariat DPRD; 
g. mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek 

Sekretariat DPRD; 
h. mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD; 
i. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapa.t dan 

penemuan; 
J. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan 

sekretariat DPRD; 
k. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan; 
1. merencanakan pemetiharaan alat-alat perlengkapan; 
m. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang 

untuk keperluan DPRD dan Sekrctariat DPRD; 
n. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar 

kendaraan dinas di Sekrctariat DPRD; 
o. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para 

pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekrctariat DPRD; 
p. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; 
q. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
masalah; 

r. melalu!ana.ka.n monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan 
kebijakan teknis di bklang Subbagian Rumah Tangga; 

s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan; 

t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eesuai ketentuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Ru mah Tanl!89. 
dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagat bahan 
perumusan kebijakan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atasan sesuai 4 dengan bidang tugasnya. 
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Bagw.n Ketiga 
Bagian Persidangan dan Perundang undangan 

Pasal9 
(IJ Bagian Persidangan dan Perundang undangan dipimpin oleh Kepala 

Bagian Peraidangan dan Perundang undangan mempunyai tugas 
membantu Sekretaria DPRD dalam melaluJanakan Fungsi Oukungan 
Penyelenggaraan Persidangan dan Pcrundang undangan. 

(2) Untuk me\aksanskan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala 
Bagi.an Pcrsidangan dan Perundang undangan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kegiatan 

Bagian Pcrsidangan dan Perundang undangan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas 

Bagian Peraidangan dan Perundang undangan; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam lingkup 

Bagi.an Persidangan dan Perundang undangan;dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberika.n oleh pimpinan scsuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bagian Pcrsidangan dan Perundang undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Persidangan dan Pcrundang 

undangan sebagai pedoman dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendtetrfbueikan dan memberi petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelakll81laan tugas dalam 

lingkungan Bagian Pcrsidangan dan Perundang undangan untuk 
mengetahui perkembangan pc\aksanaan tugas: 

d. menyusun rancangan, mengoreluri, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bldang tugasnya; 
r. menyelenggarakan kajian perundang·undangan; 
g. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan 

daerah; 
h. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rapenia 

inisiatif; 
i. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk pcnyusunan 

peraturan perundang·undangan; 
J. mengumpulkan bahan pcnyiapan draf Raperda Inisiauf; 
k. memfasilitasi penyelengaraan persidangan; 
I. menyusun risa.lah rapat; 
m. mengooniinasika.n pembahasan Rapercla; 
n. memveruikasi, mengooniinasika.n clan mengevaluasi daftar lnventaris 

masalah (DIM); 
o. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat; 
p. menyelenggarakan hubungan masyarakat; 
q. menyelenggarakan publikasi; 
r. menyclenggarakan keprotokolan; 
s. menginventarisasi dan mengkaji permaaalahan yang berhubungan 

dcngan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
masalah; 

t. mcnyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kcbijakan tcknis di bidang Bagian Persidangan dan 
Perundang undangan; 

u. mcnyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpcmcrintah dalam rangka pelaksanaan urusan I pemerintahan; 
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v. menilai ldnerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian 
Persidangan dan Perundang undangan serta memberikan saran 
pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

x. melaksanakan tugaa kedinasan Jain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bagian Fa.silitasi Penganggaran dan Pengawasan 

Pasal 10 

aspirasi t 

dan/atau 

masyarakat, 

(l) Bagian Fasilitasi Pcnganggaran dan Pengawasan dipimpin o!eh Kepala 
Bagian Fasilitas1 Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas 
membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan Fungsi 
Dukungan Penyelenggaraan Togas dan FUngsi DPRD bidang 
penganggaran dan pengawasan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ, Kepala 
Bagian Fasilitai.i Penganggaran dan Pengawasan menyelengg.arakan 
rungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kegiatan 

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawaaan tugas 

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi eerta pe\aporan dalam lingkup 

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan rungainya. 
(3) Uraian tugas Kepala Ba.gian Fasilit.asi Penganggaran dan Pengawasan 

sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Fasilitaai Persidangan dan Prociuk 

Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistnbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memant.au, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa.naan tugas dalam 

lingkungan Bagian Faailitasi Penganggaran dan Pengawasan untuk 
mengetahui perkembangan pelakaanaan tugas; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaral 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikutl rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. memfasilitaai, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan 

KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan, 
g. memfaailitaa.i, memverifikaai, dan mengoordinaaikan Pembahasan 

APBD/APBDP; 
h. memfasilitasi, memveritikasi, dan mengoordinasikan pembahasan 

Raperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD; 
i. memfae.ilitasi, memverifikas.i, dan mengccrdinaerkan pembahasan 

laporan semester pertama dan prognosis enam bu Ian berikutnya; 
J. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordmasikan pembaha.san 

laporan keterangan pertangungja.waban kepala daerah; 
k. memfa.silitaai, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan 

terhadap tindak lanjut hasil pemeriksa.an BPK RI, 
I. memfasihtasi, memverifikaai, dan mengoordinasikan 
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menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikutl rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. memfasilitaai, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan 

KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan, 
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laporan keterangan pertangungja.waban kepala daerah; 
k. memfa.silitaai, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan 

terhadap tindak lanjut hasil pemeriksa.an BPK RI, 
I. memfasihtasi, memverifikaai, dan mengoordinasikan 
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m. memfasilitasi, mengoordinaaikan dan mengevaluasi rumusan 
rapat dalam rangka pengawasan; 

n. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinaaikan pelaksanaan 
penegakan kode etik DPRD; 

o. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan 
pengawasan penggunaan anggaran; 

p, memfasilitasi, memvenfikasi, dan mengoordmaelkan pengawa.san 
pelaksanaan kebijakan; 

q. memfs.silitasi, memverifikasi, dan mengoordins.sikan penyusunan 
pokok-pokok piklran DPRD; 

r. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan 
kerjasama daerah; 

s. menginvents.risasi dan mengkaji pennass.lahan yang berhubungan 
dengan bidang tug.asnya dan menyiapkan ba.han petunjuk pemecahan 
masalah; 

t. menyelenggarakan monitoring, eveiueei dan pengawa.san 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Bagi.an Persidangan clan 
Prociuk Hukum; 

u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan; 

v. menilai kinerja Pegewer Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tug.as Kepala Bagian Fasilitaai 
Penganggaran dan Pengawasan clan memberikan saran pertimbangan 
kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

x. melakaanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan atasan aesuai 
dengan bidang tugasnya. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSJONAL DAN PEI..AKSANA 

Pasa.l 11 
(1) Sekretariat DPRD dapat membentuk sejumlah kelompok jabatan 

fungsiona1 dan pelaksana seauai dengan kebutuhan dan berdaaarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungaional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) melakaanakan tugas seauai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pel.aksana masing-masing berdaaarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
sistem kerja. 

BAB VJ 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Tugaa dan Fungsi 

Pasal 12 
(1) Sekretaria DPRD dalam melaksanakan tugas clan fungsinya berduarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati seauai dengan ketentuan t peraturan perundang-undangan. 
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(2) Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional 
dan Pelaksana dalam lingkungan Sekretariat DPRD mclaksanakan tugas 
dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan, 
serta menerapkan prinsip hierarki., koordinasi, kerjasama, mtcgrasi, 
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas 
dan efisicnsi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

(3) Sckrctaris DPRO, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dalarn lingkungan 
Sckret.ariat DPRD mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja 
dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekrctariat OPRD. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 13 
fl) Sekretaris DPRO, KepaJa Bagian, Kepe.la Subbagian, dah1m lingkungan 

Sekretariat OPRD dalam melaksanakan tugasnya, melakuka.n 
pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan mpat koordinasi secara 
berkala dan/atau sesuer kebutuhan. 

(2) Sekretarie OPRD, Kepala Bagian, Kepa.la Subbagian, Pejabat Fungsional 
dan Pelaksana dalam lingkungan Sekretariat DPRD wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, &erta menyampa.ikan taporan eecara 
berkala dan/at.au &esuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
masing-masing. 

(3) Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dalarn lingkungan 
Sekret.ariat OPRD melaksanakan pengawasan xsuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 45 Tahun 2021 tentang Keduduka.n, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tat.a Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Be:rita 
Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 45), tetap berlaku sampai 
dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang sistem kerja pada 
pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 
Dengan berlakunya Peraturan Bupe.ti ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas1, Togas dan Fungai 
serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Serita Oaerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 451, dicabut dan dinyatakan tidak, 
berlaku. I 
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Pasa.l 16 
Peratumn Bupati ini mula.i berlaku pada tangga) diundangkan. 
Agar actiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal 

BUPATI PJNRANG, 

Diundangkan di Pinrang 
pada tangge.J 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

f 

BERi DAERAH KABUPATEN PlNRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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